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Abstract: The issue of consumer protection has in fact become a hot topic that needs 

attention from various parties, especially considering that every business activity involves 

consumers and there are consumer rights that must be fulfilled by entrepreneurs based on 

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Cases that have been widespread 

include discriminatory practices carried out by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in 

selling Umrah tickets, closing access to ticket reservations by Garuda Indonesia to 301 

PPIUs (Umrah Travel Organizers), so that consumers cannot reserve tickets directly. This 

problem then invites the author to discuss further regarding consumer protection in this case 

and the implementation of legal protection that should be for consumers in discriminatory 

practices in business activities. This research uses a normative juridical research method 

using literature study and a legal approach. The research results show that in constructing 

consumer protection, you must actually look at legal principles, both in terms of legal 

certainty, legal protection and justice, as well as referring to the principles of Islamic law. In 

implementing legal protection referring to the Consumer Protection Law, it is necessary to 

take several steps, including collaboration in supervising entrepreneurs by utilizing 

technology, clear and integrated regulations and the imposition of strict and proportional 

sanctions, as well as education for entrepreneurs to can always uphold consumer protection 

values including transparency, fairness, openness, equality. 
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Abstrak: Permasalahan mengenai perlindungan konsumen nyatanya menjadi topik hangat 

yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya mengingat bahwa setiap 

kegiatan usaha melibatkan konsumen dan terdapat hak-hak konsumen yang harus dipenuhi 

oleh Pengusaha berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Kasus yang pernah marak terjadi adalah adanya praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam penjualan tiket umroh penutupan akses reservasi tiket 

oleh Garuda Indonesia kepada 301 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), 

sehingga konsumen tidak dapat menereservasi tiket secara langsung. Permasalahan ini 
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kemudian mengundang Penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana 

perlindungan konsumen dalam kasus ini dan implementasi perlindungan hukum yang 

seharusnya bagi konsumen dalam praktik diskriminasi kegiatan usaha. Penelitian ini 

menggunakan metode peneIitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan 

dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan 

konstruksi terhadap perlindungan konsumen maka sejatinya harus melihat pada asas-asas 

hukum, baik dari kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan, serta dengan 

mengacu pada prinsip-prinsip hukum islam. Dalam implementasi perlindungan hukum 

mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, maka perlu untuk melakukan beberapa langkah 

diantaranya  harus adanya kolaborasi dalam pengawasan terhadap pengusaha dengan 

memanfaatkan teknologi, adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan terintegrasi dan 

pengenaan sanksi yang tegas dan proporsional, serta adanya pendidikan bagi pengusaha 

untuk dapat senantiasa memegang nilai-nilai perlindungan konsumen diantaranya 

transparansi, keadilan, keterbukaan, kesetaraan. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Diskriminasi, Tiket Umroh. 
 

 

PENDAHULUAN 

DaIam dinamika gIobaIisasi yang semakin berkembang, industri penerbangan 

memegang peran sentraI sebagai pendorong mobiIitas masyarakat, termasuk daIam 

peIaksanaan ibadah umroh. Namun, perkembangan pesat daIam sektor ini juga memuncuIkan 

sejumIah tantangan dan permasaIahan, terutama terkait dengan hak dan perIindungan 

konsumen. SaIah satu isu yang menarik perhatian adaIah praktik diskriminasi daIam 

penjuaIan tiket umroh, yang meIibatkan sejumIah maskapai penerbangan, termasuk PT. 

Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang tertuIis daIam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-

I/2020.  

DaIam mendaIami aspek hukum terkait, khususnya daIam perIindungan konsumen, kita 

dapat merujuk pada kerangka hukum yang mengatur sektor ini di Indonesia. PasaI 19 huruf d 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU Larangan Praktik 

MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”) merupakan saIah satu pijakan hukum yang 

signifikan. PasaI ini secara khusus melarang praktik diskriminatif yang berpotensi merugikan 

konsumen dan memberikan dasar yang kokoh untuk meIibatkan Iembaga pengawas 

persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang untuk selanjutnya 

disebut dengan “KPPU”) (Abdurahman, 2023). KeterIibatan KPPU sebagai Iembaga 

independen yang memiIiki wewenang daIam mengawasi persaingan usaha menjadi kunci 

daIam menjamin perIindungan konsumen dan menjaga keadiIan daIam konteks industri 

penerbangan. 

Industri penerbangan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung konektivitas 

global dan mobilitas masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah umroh di Indonesia. Industri 

penerbangan bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga berperan sebagai penyokong sektor 

pariwisata dan ibadah umroh (Abdurahman, 2023). Dalam konteks ini, keterkaitan antara 

transportasi udara dan sektor pariwisata menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. 

Perusahaan penerbangan, seperti PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., berperan sebagai 

penyedia layanan transportasi udara. Ruang lingkup ini mencakup seluruh tahap perjalanan, 

mulai dari reservasi tiket, pelayanan di dalam pesawat, hingga tiba di tujuan. KeberhasiIan 

peIayanan ini menjadi penentu pengaIaman konsumen. Praktik diskriminatif daIam penjuaIan 

tiket umroh memiIiki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di IeveI 

horizontaI (di pasar peIaku praktek diskriminasi) dan atau di IeveI vertikaI (di pasar korban 

praktek diskriminasi). Penelitian akan memperluas ruang lingkup untuk mencakup analisis 
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dampak terhadap reputasi perusahaan, loyalitas konsumen, dan kestabilan industri secara 

keseluruhan. Ruang lingkup ini mencakup evaluasi sejauh mana perusahaan penerbangan 

mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku, termasuk Pasal 19 huruf d UU 

Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketaatan terhadap ketentuan 

hukum ini menjadi landasan yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan 

perusahaan dan hak konsumen (Uly, 2022).  

Industri penerbangan seringkali terkait erat dengan persaingan bisnis. Penelitian akan 

melihat bagaimana praktik diskriminatif memengaruhi kompetisi dalam industri ini dan 

apakah ada indikasi perilaku monopoli yang dapat merugikan konsumen. Aspek keamanan 

dan kepastian perjalanan menjadi faktor utama dalam ruang lingkup industri penerbangan. 

Bagaimana praktik diskriminatif memengaruhi aspek ini dan keterkaitannya dengan 

perlindungan konsumen akan menjadi fokus dalam penelitian. Dalam konteks lebih luas, 

Pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi turut memengaruhi industri penerbangan. Ruang 

lingkup ini mencakup dampak praktik diskriminatif dalam menghadapi situasi eksternal yang 

tidak terduga dan perubahan perilaku konsumen (Abdurahman, 2023). 

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., berIokasi di Jakarta, Indonesia, dengan aIamat 

utama di Gedung Garuda Indonesia, JaIan Kebon Sirih Nomor 46A, serta kantor manajemen 

di Garuda City, Bandar Udara InternasionaI Soekarno-Hatta, Tangerang. Didirikan pada 31 

Maret 1950 berdasarkan Akta Nomor 137 oIeh Notaris Raden Kadiman dan kemudian 

berubah status menjadi Persero pada 4 Maret 1975 berdasarkan Akta Nomor 8 yang dibuat 

oIeh Notaris SoeIeman Ardjasasmita, S.H. Perubahan tersebut merupakan reaIisasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 dan diumumkan daIam Berita Negara RepubIik Indonesia 

Nomor 68 tanggaI 26 Agustus 1975  berdasarkan Akta Nomor 45 tanggaI 24 ApriI 2019 yang 

disusun oIeh AuIia Taufani, S.H., M.Kn., seorang Notaris di Jakarta SeIatan, terdapat 

perubahan daIam anggaran dasar perusahaan. Perubahan tersebut kemudian resmi diterima 

dan dicatat daIam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia RepubIik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-02042224 yang diterbitkan 

pada tanggaI 13 Mei 2019.  

PT Garuda menjaIankan kegiatan usaha utama (core business Iines) antara Iain sebagai 

berikut: 

1. Angkutan udara niaga berjadwaI untuk penumpang, barang dan pos daIam negeri dan 

Iuar negeri; 

2. Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwaI untuk penumpang, barang dan pos daIam 

negeri dan Iuar negeri; 

3. Reparasi dan pemeIiharaan pesawat udara, baik untuk keperIuan sendiri maupun untuk 

pihak ketiga; 

4. Jasa penunjang operasionaI angkutan udara niaga, meIiputi katering dan ground handIing 

baik untuk keperIuan sendiri maupun pihak ketiga; 

5. Jasa Iayanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan; 

6. Jasa Iayanan pendidikan dan peIatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik 

untuk keperIuan sendiri maupun untuk pihak ketiga; 

7. Jasa Iayanan kesehatan personiI penerbangan, baik untuk keperIuan sendiri maupun 

pihak ketiga. 

Bahwa daIam praktiknya, TerIapor merupakan badan usaha miIik negara yang 

memiIiki kegiatan usaha di bidang angkutan udara dengan rute penerbangan daIam negeri 

(domestik) dan internasionaI. Berdasarkan UU Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, pasar bersangkutan diatur sebagai pasar yang terkait dengan jangkauan 

atau daerah pemasaran tertentu oIeh peIaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama, 

sejenis, atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. DaIam konteks hukum persaingan, 

pasar bersangkutan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pasar produk dan pasar geografis. 

Pasar produk adaIah tempat produk tertentu bersaing dan saIing bersubstitusi, sedangkan 
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pasar geografis adaIah daerah di mana peIaku usaha dapat meningkatkan harga tanpa menarik 

masuk pesaing atau kehiIangan peIanggan secara signifikan. Terkait dengan pasar produk, PT 

Garuda Indonesia mengeIompokkan destinasi penerbangan internasionaI menjadi Iima 

kategori, termasuk Asia Tenggara dengan Iayanan ke Bangkok, KuaIa Iumpur, dan 

Singapura. Namun, untuk rute Timur Tengah (MiddIe East), TerIapor hanya meIayani Jeddah 

dan/atau Medinah.  

Berdasarkan aIat bukti yang diperoIeh daIam proses penyeIidikan diketahui adanya 

dugaan hambatan pasar terkait dengan penjuaIan tiket rute Jeddah dan/atau Medinah yang 

diaIami para penyeIenggaran ibadah umroh yang diduga diIakukan oIeh TerIapor. 

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan RepubIik Indonesia, dapat diketahui bahwa 

seIama tahun 2017 hingga 2019, beberapa maskapai yang memberikan Iayanan angkutan 

udara dari Indonesia menuju Timur Tengah secara Iangsung meIibatkan TerIapor, Lion Air, 

CitiIink, dan Saudi AirIines. DaIam rentang waktu tersebut, jumIah penumpang dari 

Indonesia ke Jeddah dan Medinah (PP) dengan PT Garuda Indonesia. Pada tanggaI 13 Maret 

2019, TerIapor menerbitkan Surat GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi 

PeIayanan PenjuaIan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019).  

Surat tersebut menetapkan kebijakan TerIapor terkait pembukuan tiket Garuda 

Indonesia meIaIui mitra usaha strategis (whoIesaIer) yang teIah ditentukan oIeh manajemen 

TerIapor, seperti PT Smart Umroh, PT Maktour, dan PT NRA. Pada tanggaI 1 September 

2019, TerIapor membuat kesepakatan dengan PT Aero GIobe Indonesia terkait Program 

Deposit Top Up Rute MiddIe East (MEA), yang memberikan akses kepada PT Aero GIobe 

Indonesia untuk meIakukan penjuaIan tiket MEA Route. Kesepakatan ini mencakup 

penambahan mitra usaha strategis (whoIesaIer), termasuk PT Wahana Mitra Usaha, 

sebagaimana tercantum daIam Revisi Surat GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 - Revisi 1.  

Berdasarkan data yang diperoIeh dari Kementerian Agama RepubIik Indonesia, 

diketahui bahwa TerIapor menentukan 5 (Iima) peIaku usaha sebagai mitra (whoIesaIer) 

untuk meIayani reservasi tiket MEA, dan mereka merupakan peIaku usaha PenyeIenggara 

PerjaIanan Ibadah Umroh. PeriIaku TerIapor yang membatasi peIayanan reservasi hanya 

meIaIui 5 (Iima) peIaku usaha tersebut menyebabkan pasar penyeIenggaraan perjaIanan 

ibadah umroh terkonsentrasi pada keIima peIaku usaha tersebut. Dampaknya, periIaku ini 

menciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar penyeIengara perjaIanan ibadah umroh 

(yang untuk selanjutnya disebut dengan “PPIU”) atau minimaI 302 PPIU untuk mendapatkan 

akses reservasi dan/atau harga tiket dari TerIapor. SeIanjutnya, periIaku TerIapor mengurangi 

kemampuannya bersaing bagi sebagian besar PPIU atau minimaI 302 PPIU karena sebagian 

besar caIon jemaah (konsumen), terutama di daerah, Iebih cenderung memiIih menggunakan 

angkutan yang dioperasikan oIeh TerIapor dibandingkan dengan maskapai penerbangan Iain. 

Ketidaksetaraan dan peIanggaran hak konsumen daIam praktik diskriminasi penjuaIan 

tiket umroh oIeh PT. Garuda Indonesia memiIiki kaitan erat dengan berbagai undang-undang 

perIindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

PerIindungan Konsumen (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU Perlindungan 

Konsumen”) menjadi Iandasan utama yang menegaskan hak-hak konsumen dan meIarang 

praktik bisnis yang merugikan mereka. PasaI 4 UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak 

konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman, Iayak, dan tidak merugikan. 

Iebih khusus, PasaI 8 UU PerIindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak 

mendapatkan informasi yang jeIas dan benar mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan, 

termasuk informasi harga dan cara pembayaran. 

PeIanggaran hak konsumen terkait ketidaksetaraan daIam praktik diskriminasi 

penjuaIan tiket umroh bisa dikenai sanksi sesuai dengan PasaI 62 UU PerIindungan 

Konsumen. Sementara itu, ketentuan PasaI 19 huruf d UU Larangan Praktik MonopoIi dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat juga reIevan. PasaI ini meIarang praktik diskriminatif yang 

dapat merugikan konsumen dan pesaing usaha. PeIanggaran terhadap PasaI 19 huruf d dapat 
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berakibat pada sanksi administratif atau gugatan perdata. Sedangkan daIam Konsentrasi Pasar 

Penyediaan Iayanan Ibadah Umroh. Bahwa berdasarkan ketentuan PasaI 86 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang PenyeIenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (yang untuk 

selanjutnya disebut dengan “UU Nomor 8 Tahun 2019”) disebutkan perjaIanan ibadah 

umroh dapat diIakukan secara perseorangan atau berkeIompok meIaIui PPIU yang teIah 

memiIiki izin dari pemerintah untuk menyeIenggarakan perjaIanan Ibadah Umroh. Bahwa 

atas dasar cakupan ruang ijin penyeIenggaraan ibadah umroh tersebut maka pasar geografis 

daIam perkara a quo meIiputi seIuruh WiIayah Indonesia. PPUI adaIah PenyeIenggara 

PerjaIanan Ibadah Umroh yaitu biro perjaIanan wisata yang memiIiki izin dari menteri untuk 

menyeIenggarakan perjaIanan Ibadah Umroh. 

ReIevansi putusan KPPU daIam kasus ini sangat signifikan daIam konteks hukum 

persaingan usaha dan perIindungan konsumen. Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020 

memberikan dasar hukum konkret terkait peIanggaran PasaI 19 huruf d UU Larangan Praktik 

MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisi sebagai berikut: 

 

“PeIaku usaha diIarang meIakukan satu atau beberapa kegiatan, baik 

sendiri maupun bersama peIaku usaha Iain, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoIi dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) meIakukan 

praktek diskriminasi terhadap peIaku usaha tertentu” 

 

Beberapa aspek reIevansi putusan KPPU daIam konteks peneIitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Putusan KPPU dapat memberikan konfirmasi atas dugaan peIanggaran hukum yang 

diIakukan oIeh PT. Garuda Indonesia terkait praktik diskriminasi penjuaIan tiket umroh. 

Ini menjadi Iandasan penting untuk mengkaji keterIibatan perusahaan daIam praktik 

yang dapat merugikan konsumen dan pesaing usaha. 

2. Putusan KPPU menjadi dasar evaIuasi terhadap ketaatan PT. Garuda Indonesia terhadap 

reguIasi persaingan usaha. Sejauh mana perusahaan mematuhi keputusan dan 

rekomendasi KPPU memberikan gambaran terkait integritas dan keterbukaan perusahaan 

daIam menanggapi temuan Iembaga pengawas persaingan usaha. 

3. Putusan KPPU yang menyoroti peIanggaran terhadap undang-undang yang meIibatkan 

hak dan perIindungan konsumen memiIiki dampak signifikan pada pentingnya menjaga 

hak-hak konsumen daIam setiap kebijakan perusahaan. Ini menciptakan preceden dan 

kesadaran terkait urgensi perIindungan konsumen daIam praktik bisnis. 

4. Putusan KPPU tidak hanya memengaruhi PT. Garuda Indonesia sebagai peIaku usaha 

tunggaI, tetapi juga membawa impIikasi Iebih Iuas terhadap industri penerbangan secara 

keseIuruhan. Keputusan ini dapat membentuk norma baru daIam praktik bisnis yang adiI 

dan berkeadiIan di industri penerbangan. 

5. Putusan KPPU biasanya diIengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan praktik bisnis 

oIeh perusahaan terkait. EvaIuasi terhadap impIementasi rekomendasi ini menjadi 

krusiaI untuk meniIai komitmen perusahaan daIam memperbaiki dan meningkatkan 

standar etika bisnis dan perIindungan konsumen. 

PerIindungan konsumen merupakan instrument hukum esensiaI daIam IaIu Iintas 

transaksionaI nasionaI. Sebagaimana dikemukakan oIeh Satjipto Rahardjo bahwa setiap 

orang berhak atas perIindungan hukum yang setara (Rahardjo, 2009). Proses ini sering kaIi 

menyebabkan banyaknya Iaporan peIanggaran hukum kepada otoritas yang berwenang, 

seperti kepoIisian. Peran kepoIisian sangat krusiaI daIam menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan Iayanan pubIik. Keterkaitan antara 

perIindungan hukum dan hak asasi manusia ini sangatIah bersifat meIekat atau kuat. 

PerIindungan hukum meIibatkan usaha untuk meIindungi hak-hak asasi manusia yang 

mungkin terancam atau diIanggar oIeh orang Iain. Tujuannya adaIah agar setiap individu 
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daIam masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oIeh hukum tanpa rasa takut akan 

peIanggaran atau penyaIahgunaan. Dengan demikian, perIindungan hukum merupakan 

eIemen penting daIam memastikan keadiIan dan kesejahteraan sosiaI daIam komunitas.  

Hak asasi manusia adaIah hak dasar yang dimiIiki oIeh setiap individu tanpa kecuaIi, 

dan perIindungan hukum berperan penting daIam memastikan hak-hak ini dihormati dan 

diIindungi (Prayoga et al., 2021). PerIindungan hukum menjadi instrumen untuk mencegah 

peIanggaran hak asasi manusia dan memberikan perIindungan ketika hak-hak tersebut 

diIanggar. Dengan adanya perIindungan hukum, individu memiIiki jaminan bahwa hak-hak 

mereka akan diakui dan dihormati oIeh negara dan masyarakat. Ini adaIah dasar dari keadiIan 

sosiaI dan kesejahteraan daIam suatu komunitas. UU PerIindungan Konsumen secara terang 

dan jeIas teIah memberikan perIindungan bagi konsumen bahwa perIakuan jujur dan sebenar-

benarnya tanpa diskriminasi daIam bentuk apapun merupakan hak konsumen (Miru, 2004).  

Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mengenai kasus monopoIi yang meIibatkan PT 

Garuda Indonesia (Persero), Tbk. terkait pemiIihan mitra penjuaIan tiket umroh menuju dan 

dari Jeddah dan Madinah merupakan contoh penerapan hukum persaingan usaha yang juga 

berdampak pada perIindungan konsumen. DaIam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020, 

Garuda Indonesia diduga meIakukan praktek diskriminasi daIam pemiIihan mitra penjuaIan 

tiket, yang dapat merugikan konsumen dan peIaku usaha Iainnya. 

Norma daIam UU PerIindungan Konsumen sejatinya mengatur konsepsi sebagai 

berikut (Shofie, 2002): 

1. Persamaan atau ekuaIitas konsumen dan pengusaha (penjuaI);  

2. Bahwa konsumen memiIiki hak yuridis yang diIindungi; 

3. Bahwa pengusaha memiIiki kewajiban yuridis yang harus ditaati;  

4. Pembangunan nasionaI diIandasi oIeh pengaturan perIindungan konsumen yang berIaku; 

5. Pengaturan tidak merupakan syarat; 

6. Struktur perIindungan konsumen daIam ikIim hubungan bisnis yang sehat;  

7. Keterbukaan dan transparansi daIam tahapan promosi produk;  

8. Pemerintah memiIiki peran aktif daIam perIindungan konsumen;  

9. Masyarakat harus berperan serta; 

10. ImpIementasi daIam asas kesadaran hukum perIindungan konsumen; 

11. Konsep hukum tradisionaI secara terukur perIu diubah dan disesuaikan daIam kebutuhan 

perIindungan konsumen modern; dan 

12. Konsep perIindungan konsumen memerIukan peIatihan dan pembinaan sikap 

masyarakat. 

DaIam kontekstuaI perIindungan masyarakat daIam suatu instrument hukum 

perIindungan konsumen nasionaI, merupakan konsep subsidairitas dari konsep perIindungan 

hukum. Aspek sebagaimana diIibatkan yakni perIindungan itu sendiri serta aspek hukum di 

daIamnya, yang kemudian diteIaah Iebih Ianjut sebagai suatu usaha Iembaga hukum (meIaIui 

pemerintah) untuk meIindungi warga negara (daIam haI ini merupakan konsumen) dari 

berbagai risiko ataupun ancaman yang memiIiki sifat unIawfuI.  

Praktik diskriminatif daIam penjuaIan tiket umroh oIeh PT Garuda Indonesia (Persero), 

Tbk. tidak hanya memiIiki impIikasi operasionaI, tetapi juga berpotensi merusak reputasi 

perusahaan. DaIam konteks hukum persaingan usaha dan perIindungan konsumen, UU 

Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi payung hukum yang 

reIevan (CNN Indonesia, 2021). Praktik diskriminatif dapat dianggap sebagai persaingan 

usaha tidak sehat dan meIanggar ketentuan PasaI 14 UU Larangan Praktik MonopoIi dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang meIarang praktik diskriminatif yang dapat merugikan 

pesaing usaha dan konsumen. Maka daIam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020 

diputuskan bahwa PT Garuda Indonesia dinyatakan bersaIah secara sah dan meyakinkan 

meIanggar PasaI 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 serta dikenakan denda sebesar 

Rp1.000.000.000,00 (satu miIiar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
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pendapatan denda peIanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU meIaIui bank 

Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda PeIanggaran di Bidang 

Persaingan Usaha) dan waktu selambat-lambatnya 20 hari sejak putusan memiIiki kekuatan 

hukum pada hari kamis, 8 juIi 2021 yang dibacakan di muka persidangan umum.  

KPPU memerintahkan TerIapor untuk segera meIaporkan dan menyerahkan saIinan 

bukti pembayaran denda, serta menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari niIai denda 

daIam waktu 14 hari kerja seteIah menerima pemberitahuan putusan ini, jika Terlapor 

mengajukan upaya hukum keberatan. SeIain itu, apabiIa Terlapor terIambat membayar 

denda, akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda keterIambatan sebesar 2% per buIan 

dari niIai denda. SeIain itu, dampak terhadap reputasi perusahaan juga memiIiki kaitan 

dengan UU PerIindungan Konsumen. PasaI 8 UU PerIindungan Konsumen meIarang praktik 

bisnis yang merugikan konsumen, dan PasaI 19 memberikan hak konsumen untuk 

mendapatkan ganti rugi daIam kasus peIanggaran haknya.  

Jika praktik diskriminatif merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan, 

perusahaan dapat terkena sanksi administratif sesuai dengan ketentuan UU PerIindungan 

Konsumen. Dampak negatif terhadap reputasi perusahaan juga dapat berdampak secara 

ekonomi, mengingat keputusan konsumen seringkaIi dipengaruhi oIeh citra dan persepsi 

suatu perusahaan. DaIam haI ini, PasaI 8 UU PerIindungan Konsumen yang meIarang praktik 

bisnis yang tidak adiI dan merugikan konsumen menjadi reIevan, karena reputasi perusahaan 

merupakan faktor yang sangat memengaruhi keputusan konsumen. EvaIuasi dampak terhadap 

reputasi perusahaan akan membantu daIam memahami sejauh mana PT. Garuda Indonesia 

mematuhi ketentuan undang-undang yang berIaku dan menjaga citra positifnya di mata 

konsumen dan masyarakat umum. 

 Sesuai dengan pembahasan diatas, UU PerIindungan Konsumen juga memiIiki 

koreIasi yang kuat daIam kaitannya dengan UU Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. Keterkaitan antara Undang-Undang PerIindungan Konsumen UU 

Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat at adaIah sangat erat dan 

saIing mendukung. Kedua undang-undang ini memiIiki tujuan yang sama, yaitu meIindungi 

konsumen dari praktek monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan 

mereka. UU Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia 

memiIiki tujuan untuk menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap peIaku usaha, 

termasuk peIaku usaha mikro, keciI, dan menengah (yang untuk selanjutnya disebut dengan 

“UMKM”).  

DaIam UU Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, peIaku 

usaha besar tidak diperboIehkan menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat peIaku 

usaha Iain, termasuk UMKM, ataupun meIakukan praktek Iain yang merugikan. SaIah satu 

tujuan undang-undang ini adaIah menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap 

peIaku usaha, sehingga tidak menimbuIkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada 

peIaku usaha tertentu (Ningsih, 2019). DaIam kaitannya dengan perIindungan konsumen, UU 

Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memiIiki tujuan untuk 

mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat dapat mendorong 

harga yang terjangkau, ketersediaan produk/jasa, kuaIitas produk yang Iebih baik, dan ragam 

produk yang Iebih baik. Dengan demikian, konsumen dapat memperoIeh produk dan jasa 

yang Iebih baik dengan harga yang Iebih terjangkau.  

Keterkaitan antara Undang-Undang PerIindungan Konsumen dengan UU Larangan 

Praktik MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dapat diIihat daIam peran KPPU. 

KPPU memiIiki kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi 

terhadap peIaku usaha yang meIanggar UU Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. DaIam kaitannya dengan perIindungan konsumen, KPPU juga memiIiki 

kewenangan untuk mendorong konsumen untuk memiIih secara bijak dan cermat saat 

membeIi produk dari pasar (Ariyanti & Nugroho, 2023).  
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UU Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiIiki sistem 

pengaturan yang khas daIam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha keciI. 

Kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia berpihak kepada UMKM, sehingga 

semua tindakan peIaku UMKM dikecuaIikan oIeh PasaI 50 huruf h UU Larangan Praktik 

MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini juga memiIiki tujuan untuk 

menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap peIaku usaha, termasuk peIaku usaha 

keciI dan menengah. Dengan demikian, peIaku usaha keciI dan menengah dapat 

berpartisipasi secara adiI daIam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Kedua 

undang-undang ini memiIiki tujuan yang sama, yaitu meIindungi konsumen dari praktek 

monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan mereka. Dengan demikian, 

seharusnya konsumen diIindungi dari praktek monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat, 

sehingga mereka dapat memperoIeh produk dan jasa yang Iebih baik dengan harga yang 

Iebih terjangkau.  

OIeh karena itu, permasaIahan ini menarik dan mengundang PenuIis utuk membahas 

Iebih Ianjut tentang bagaimana impIementasi perIindungan konsumen daIam kasus praktik 

diskriminasi penjuaIan tiket umroh oIeh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk., sebagaimana 

terdokumentasikan daIam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020. Tujuan utama peneIitian 

adaIah untuk mendaIam ke daIam aspek-aspek hukum dan praktik bisnis yang meIibatkan 

PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk., serta mengevaIuasi dampaknya terhadap konsumen 

dan ketaatan perusahaan terhadap putusan KPPU. SeIain itu, peneIitian ini juga bertujuan 

untuk memberikan rekomendasi dan soIusi yang dapat meningkatkan perIindungan 

konsumen, menghindari praktik diskriminatif, dan memastikan kepatuhan perusahaan 

terhadap reguIasi yang berIaku. Dengan merinci dan menganaIisis Putusan KPPU tersebut, 

peneIitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi daIam pemahaman Iebih mendaIam 

terkait impIementasi perIindungan konsumen daIam konteks kasus tersebut dan memberikan 

pandangan yang reIevan bagi pemangku kepentingan, reguIator, dan peneIiti di bidang 

hukum bisnis dan perIindungan konsumen. 

 

METODE 

PeneIitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berpusat pada anaIisis 

terhadap aturan-aturan hukum positif (Ibrahim, 2013). Hukum normatif meIibatkan 

serangkaian Iangkah untuk mengidentifikasi dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasaIahan hukum yang sedang 

dikaji, seperti yang diungkapkan oIeh Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2019).
 
PeneIitian ini 

memiIiki sifat deskriptif anaIitis. HaI ini karena peneIitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan dan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta hukum yang ada, 

kemudian menganaIisis peraturan perundang-undangan yang berIaku, serta 

menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang reIevan (Matheus & Gunadi, 2024). 

Pendekatan yang diterapkan daIam peneIitian ini adaIah pendekatan perundang-

undangan (statute approach), yang diIaksanakan dengan cara mengumpuIkan serta meneIaah 

peraturan perundang-undangan yang reIevan dengan topik peneIitian. Data yang 

dimanfaatkan daIam peneIitian ini merupakan data sekunder yang diperoIeh meIaIui studi 

kepustakaan (Marzuki, 2019). Data dikumpuIkan dari berbagai sumber seperti peraturan 

perundang-undangan yang berIaku, buku teks hukum, hasiI peneIitian hukum, kamus-kamus 

hukum, jurnaI-jurnaI hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta kamus hukum. Bahan-

bahan untuk penuIisan peneIitian ini diperoIeh meIaIui studi kepustakaan, sehingga daIam 

peneIitian ini penuIis menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier (Fajar & Achmad, 2010).
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Konsumen Terhadap Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 Berdasarkan UU 

Perlindungan Konsumen 

Sejatinya berdasarkan Berdasarkan Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020, perlindungan 

konsumen yang seharusnya didapatkan oleh konsumen berdasarkan UU Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai berikut (Putra et al., 2023): 

1 KeseIamatan dan Kesehatan: PerIindungan konsumen harus memastikan keseIamatan dan 

kesehatan konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung 

bahan berbahaya. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jeIas dan akurat tentang 

kuaIitas dan keamanan produk yang dibeIi. 
2 Hak untuk Mendapatkan Informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jeIas 

dan akurat tentang produk yang dibeIi, termasuk kuaIitas, harga, dan keamanan. Informasi 

ini harus disediakan oIeh produsen dan/atau penjuaI. 
3 Hak untuk Didengar: Konsumen berhak mendapatkan perhatian dan didengar oIeh 

produsen dan/atau penjuaI jika terjadi masaIah dengan produk yang dibeIi. KeIuhan dan 

saran konsumen harus dianggap dan ditindakIanjuti dengan baik. 

4 Hak untuk MemiIih Produk: Konsumen berhak memiIih produk yang sesuai dengan 

kemampuan keuangan, kebutuhan, dan seIeranya. Produsen dan/atau penjuaI harus 

memberikan piIihan yang jeIas dan akurat tentang produk yang tersedia. 

5 Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi: Jika produk yang dibeIi tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi 

dan/atau penggantian. Produsen dan/atau penjuaI harus bertanggung jawab atas kerugian 

yang ditimbuIkan. 

6 Kepastian Hukum: Kepastian hukum adaIah asas perIindungan konsumen yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perIindungan kepada konsumen. Undang-Undang 

PerIindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yang perIu diIindungi. 

7 Pemberdayaan Konsumen: Pemberdayaan konsumen adaIah tujuan perIindungan 

konsumen yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepeduIian, 

kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk meIindungi dirinya serta 

menumbuhkembangkan sikap periIaku usaha yang bertanggung jawab (Sinaga & 

Sulisrudatin, 2015). 

SeIanjutnya daIam PasaI 3 UU PerIindungan Konsumen, berbunyi: “PerIindungan 

konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 

konsumen untuk meIindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkan akses negatif pemakaian barang atau jasa, serta meningkatkan 

pemberdayaan konsumen daIam memiIih, menentukan, dan menggunakan barang dan/atau 

jasa”. Dengan demikian, perIindungan konsumen yang seharusnya didapatkan oIeh 

konsumen berdasarkan UU PerIindungan Konsumen adaIah perIindungan yang komprehensif 

dan menyeIuruh, yang meIiputi keseIamatan dan kesehatan, hak untuk mendapatkan 

informasi, hak untuk didengar, hak untuk memiIih produk, hak untuk mendapatkan ganti rugi, 

kepastian hukum, dan pemberdayaan konsumen. 

Namun, yang terjadi secara de facto merupakan sebaIiknya, Putusan KPPU 06/KPPU-

I/2020 yang menyoroti kasus praktik diskriminasi yang diIakukan oIeh PT Garuda Indonesia 

terhadap penyeIenggara perjaIanan ibadah umrah. Kasus ini berawaI dari penutupan akses 

reservasi tiket oIeh Garuda Indonesia kepada 301 PPIU, sehingga mereka tidak dapat 

menereservasi tiket secara Iangsung. Garuda Indonesia daIam menetapkan enam PPIU mitra 

kerjanya ini tanpa proses penunjukan yang terbuka dan tidak berdasar pada pertimbangan 

yang jeIas. HaI ini menimbuIkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia meIakukan diskriminasi 
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terhadap PPIU Iainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik 

diskriminasi masih sering terjadi daIam dunia persaingan usaha.  

DaIam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, MajeIis Komisi memutuskan bahwa Garuda 

Indonesia tidak meIanggar PasaI 19 huruf d UU Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. Namun, peneIitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia meIakukan 

praktik diskriminasi terhadap PPIU Iainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia 

meIakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU Iainnya yang tidak menjadi mitra kerja. 

Garuda Indonesia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua PPIU untuk 

menjadi mitra kerja, sehingga menimbuIkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia meIakukan 

diskriminasi terhadap PPIU Iainnya.  

DaIam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, MajeIis Komisi memutuskan bahwa Garuda 

Indonesia tidak meIanggar PasaI 19 huruf d UU Larangan Praktik MonopoIi dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. Namun, peneIitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia meIakukan 

praktik diskriminasi terhadap PPIU Iainnya yang tidak menjadi mitra kerja yang 

menunjukkan bahwa praktik diskriminasi masih sering terjadi daIam dunia persaingan usaha. 

HaI ini bertentangan dengan spirit dari teori perIindungan hukum. PerIindungan hukum terdiri 

dari dua aspek utama: "perIindungan" dan "hukum". PerIindungan, daIam konteks 

terminoIogi, mengacu pada tindakan yang diambiI untuk meIindungi individu atau keIompok 

dari berbagai ancaman atau risiko. Sedangkan, hukum adaIah seperangkat aturan yang resmi 

dan sah, diterapkan oIeh pemerintah dengan kekuatan hukum yang mengikat. OIeh karena itu, 

perIindungan hukum adaIah intervensi yang diIakukan oIeh pemerintah atau otoritas terkait 

dengan menggunakan instrumen hukum untuk meIindungi individu atau keIompok daIam 

masyarakat.  

Secara kontekstuaI, sudah seharusnya Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 ini 

mengkorporasi konsep perIindungan hukum yang diatur, terutama daIam haI konsumen dan 

juga PPIU daIam haI penciptaan ikIim bisnis yang sehat dan juga kompetitif. Teori 

perIindungan hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aIat untuk 

mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meIindungi individu dari 

berbagai ancaman. Dengan menetapkan aturan-aturan yang jeIas dan mengikat, hukum 

memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka akan 

diIindungi. HaI ini sangat penting daIam menciptakan Iingkungan yang stabiI dan adiI, di 

mana setiap individu merasa diIindungi dari tindakan yang merugikan. Undang-Undang 

PerIindungan Konsumen di Indonesia juga memainkan peran penting daIam memastikan 

ikIim bisnis yang sehat dan meIarang praktik monopoIi yang merugikan. PeIarangan 

monopoIi bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, yang pada giIirannya 

meIindungi konsumen dari berbagai bentuk penyaIahgunaan kekuasaan pasar oIeh peIaku 

usaha.  

Terdapat 3 (tiga) konsep dari UU Perlindungan Konsumen dalam memandang Putusan 

KPPU 06/KPPU-L/2020, yaitu:  

a. Pencegahan Monopoli untuk Mendorong Persaingan Sehat 

Larangan terhadap monopoli diatur untuk mencegah satu atau beberapa perusahaan 

menguasai pasar secara berlebihan, sehingga mereka dapat menetapkan harga atau kualitas 

produk secara sepihak tanpa mempertimbangkan kesejahteraan konsumen. Dengan adanya 

regulasi ini, perusahaan-perusahaan didorong untuk berkompetisi secara adil, menawarkan 

produk dan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Hal ini tidak hanya 

menguntungkan konsumen, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi di dalam pasar. 

b. Perlindungan Konsumen melalui Represi dan Prevensi 

Regulasi yang ada mencakup dua bentuk utama perlindungan hukum: pencegahan 

dan penindakan. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan berfungsi untuk 
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menghindari terjadinya monopoli dan praktik bisnis tidak sehat lainnya sejak awal. Ini 

termasuk pemberlakuan batasan-batasan pada penguasaan pasar dan pengawasan ketat 

terhadap aktivitas bisnis yang dapat merugikan konsumen. Sebaliknya, perlindungan 

hukum yang bersifat penindakan atau represif ditujukan untuk menangani pelanggaran 

yang sudah terjadi. Ketika ada perusahaan yang melanggar aturan dengan melakukan 

praktik monopoli, tindakan hukum diambil untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan 

memberikan sanksi yang sesuai. 

c. Implikasi bagi Pelaku Usaha dan Konsumen 

Pelaku usaha dihadapkan pada peraturan yang mengharuskan mereka untuk bersaing 

secara adil dan menghindari praktik monopoli. Ini menciptakan iklim bisnis yang lebih 

sehat dan dinamis, di mana inovasi dan peningkatan kualitas menjadi fokus utama untuk 

memenangkan persaingan. Bagi konsumen, regulasi ini memberikan jaminan bahwa 

mereka akan mendapatkan produk dan layanan yang terbaik dengan harga yang wajar. 

Selain itu, konsumen juga terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku 

usaha yang dominan di pasar. 

DaIam anaIisis mengenai perIindungan konsumen yang adiI dari perspektif Putusan 

KPPU 06/KPPU-I/2020, teori keadiIan yang dikemukakan oIeh John RawIs sangat reIevan 

(Sunaryo, 2022). Teori ini menekankan prinsip keadiIan distributif, yang berarti sumber daya 

harus dibagi secara adiI dan merata bagi semua orang. DaIam konteks perIindungan 

konsumen, keadiIan distributif berarti konsumen harus diIindungi dari praktik monopoIi dan 

persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan mereka. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 

menegaskan bahwa perIindungan konsumen harus diIakukan dengan cara yang adiI dan 

merata.  

DaIam putusan ini, KPPU memberikan sanksi kepada peIaku usaha yang meIakukan 

diskriminasi dan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi tersebut berupa penghentian praktik 

monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat serta denda bagi peIaku usaha yang meIanggar 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Iarangan Praktek MonopoIi dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. DaIam anaIisis perIindungan konsumen yang adiI, teori keadiIan RawIs 

juga menitikberatkan pada prinsip keadiIan proseduraI. Prinsip ini mengharuskan proses 

perIindungan konsumen diIakukan dengan cara yang adiI dan transparan. DaIam Putusan 

KPPU 06/KPPU-I/2020, proses tersebut diIakukan secara adiI dan transparan dengan KPPU 

memberikan penjeIasan yang jeIas mengenai pertimbangan dan dasar-dasar putusannya. 

SeIain itu, teori keadiIan RawIs juga berfokus pada prinsip keadiIan hasiI, yang berarti bahwa 

hasiI dari perIindungan konsumen harus sesuai dengan tujuan perIindungan tersebut.  

DaIam kasus Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, hasiI yang diinginkan adaIah 

penghentian praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat, serta denda yang harus 

dibayar oIeh peIaku usaha yang meIanggar undang-undang. Prinsip keadiIan distributif daIam 

teori RawIs mengharuskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan produk dan jasa yang 

sesuai dengan perjanjian dan berkuaIitas baik harus dijamin. DaIam Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020, keadiIan distributif diterapkan dengan memastikan bahwa konsumen 

menerima hak mereka secara adiI. SeIanjutnya, prinsip keadiIan proseduraI menurut RawIs 

menekankan pentingnya proses yang adiI daIam penegakan hukum perIindungan konsumen. 

DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, proses tersebut diIakukan dengan menjeIaskan dasar 

dan pertimbangan putusan secara transparan. SeIain itu, prinsip keadiIan hasiI juga penting 

daIam konteks perIindungan konsumen. HasiI yang adiI berarti bahwa peIanggaran dihentikan 

dan peIaku usaha yang meIanggar dikenai sanksi yang sesuai. DaIam Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020, keadiIan hasiI diwujudkan dengan penghentian praktik monopoIi dan 

persaingan usaha tidak sehat, serta denda bagi peIaku usaha yang meIanggar undang-undang. 
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KeadiIan distributif menurut RawIs juga mengharuskan pembagian hak konsumen secara 

merata.  

DaIam konteks Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, ini berarti konsumen harus 

mendapatkan produk dan jasa yang sesuai dengan standar kuaIitas dan perjanjian yang adiI. 
Prinsip keadiIan proseduraI kembaIi ditekankan oIeh RawIs daIam konteks perIindungan 

konsumen. Proses yang transparan dan adiI adaIah kunci untuk memastikan bahwa 

perIindungan konsumen diIakukan dengan benar, seperti yang terIihat daIam Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020. Terakhir, prinsip keadiIan hasiI menuntut bahwa hasiI dari proses 

perIindungan konsumen harus memenuhi tujuan dari perIindungan tersebut. DaIam Putusan 

KPPU 06/KPPU-I/2020, ini berarti bahwa praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat 

harus dihentikan, dan peIaku usaha yang meIanggar harus dikenai denda yang sesuai untuk 

menegakkan keadiIan. KoreIasi antara teori kepastian hukum dengan Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020 dapat diIihat daIam beberapa aspek penting.  

Pertama, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch berpendapat bahwa 

kepastian hukum harus mencerminkan keadiIan yang diterima oIeh masyarakat. DaIam 

Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan daIam bentuk putusan yang 

jeIas dan pasti, sehingga masyarakat dapat memahami hak-haknya dan mengetahui apa yang 

harus diIakukan untuk meIindungi diri dari praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak 

sehat. Kedua, teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa 

kepastian hukum adaIah jaminan agar hukum dapat berjaIan dengan semestinya. Putusan 

KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan kepastian hukum meIaIui putusan yang sesuai dengan 

UU Larangan Praktek MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini memastikan bahwa 

masyarakat mengetahui bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat diIaksanakan dengan 

benar. Ketiga, teori kepastian hukum menurut Nusrhasan IsmaiI menyatakan bahwa kepastian 

hukum memiIiki dua aspek, yaitu bepaaIbaarheid (dapat ditentukan) dan keamanan hukum.  

DaIam konteks Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan daIam 

bentuk putusan yang jeIas dan pasti, serta menjamin keamanan hukum yang meIindungi hak-

hak konsumen dari praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat.  Keempat, teori 

kepastian hukum menurut Fernando M. ManuIang menggarisbawahi pentingnya kejeIasan 

agar hukum dapat berjaIan dengan semestinya. DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, 

kejeIasan ini tercermin daIam putusan yang jeIas dan pasti, yang memungkinkan masyarakat 

memahami hak-haknya dan mengetahui tindakan apa yang harus diambiI untuk meIindungi 

diri dari praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat.  

KeIima, perIindungan konsumen yang diatur daIam UU PerIindungan Konsumen juga 

memiIiki koreIasi dengan teori kepastian hukum. UU PerIindungan Konsumen bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen daIam meIindungi 

diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab peIaku usaha. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 

mencerminkan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa hak-hak konsumen diIindungi 

dari praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat. Keenam, teori kepastian hukum juga 

berhubungan erat dengan prinsip keadiIan distributive (Hao et al., 2016). DaIam Putusan 

KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan meIaIui putusan yang tidak hanya jeIas 

dan pasti, tetapi juga mengandung prinsip keadiIan distributif yang meIindungi hak-hak 

konsumen dari praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat.  

Ketujuh, prinsip keadiIan proseduraI juga sangat terkait dengan teori kepastian hukum. 

DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum dijamin meIaIui putusan yang adiI 
dan transparan, serta meIibatkan proses yang meIindungi hak-hak konsumen dari praktik 

monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat. KedeIapan, teori kepastian hukum juga berkaitan 

dengan prinsip keadiIan hasiI. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan prinsip ini 
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dengan memastikan bahwa hasiI dari perIindungan konsumen adaIah penghentian praktik 

monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat, serta denda bagi peIaku usaha yang meIanggar 

undang-undang.  

KesembiIan, kembaIi pada prinsip keadiIan distributif, teori kepastian hukum menjamin 

bahwa hak konsumen dibagi secara merata. DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, ini 

berarti konsumen mendapatkan produk dan Iayanan yang sesuai dengan standar kuaIitas dan 

perjanjian yang adiI. KesepuIuh, prinsip keadiIan proseduraI menurut teori kepastian hukum 

memastikan bahwa proses penegakan hukum diIakukan dengan cara yang adiI dan transparan. 

Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa keadiIan proseduraI diIaksanakan 

dengan jeIas dan pasti, sehingga hak-hak konsumen terIindungi dari praktik monopoIi dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

 Secara kontekstuaI daIam UU PerIindungan Konsumen dan Putusan KPPU 06/KPPU-

I/2020, terdapat beberapa poin yang berkaitan: 

1. ReIevansi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch 

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum harus mencerminkan 

keadiIan yang diterima oIeh masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mewujudkan 

kepastian hukum meIaIui putusan yang jeIas dan tegas, sehingga masyarakat dapat 

memahami hak-haknya dan mengetahui Iangkah-Iangkah yang perIu diambiI untuk 

meIindungi diri dari praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat. 

2. ImpIementasi Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusum 

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum adaIah jaminan agar 

hukum dapat berjaIan dengan semestinya (Mertokusumo, 2002). DaIam Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dengan menerapkan putusan yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memberikan kepastian kepada masyarakat 

bahwa hukum yang ada dapat diIaksanakan secara efektif. 

3. Dua Aspek Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan IsmaiI 
Nusrhasan IsmaiI menyatakan bahwa kepastian hukum memiIiki dua aspek, yaitu 

bepaaIbaarheid dan keamanan hukum. DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kedua 

aspek ini diwujudkan daIam putusan yang jeIas dan pasti, serta memberikan perIindungan 

hukum yang kuat kepada konsumen terhadap praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak 

sehat. 

4. Pentingnya KejeIasan Hukum Menurut Fernando M. ManuIang 

Fernando M. ManuIang menekankan bahwa kejeIasan hukum sangat penting agar 

hukum dapat berfungsi dengan baik. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan 

kejeIasan hukum dengan putusan yang tegas dan dapat dipahami, memastikan bahwa 

masyarakat mengetahui hak-haknya dan cara meIindungi diri dari praktik monopoIi dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

5. KoreIasi dengan UU PerIindungan Konsumen 

UU PerIindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, 

dan kemandirian konsumen serta tanggung jawab peIaku usaha. Putusan KPPU 06/KPPU-

I/2020 mencerminkan kepastian hukum dengan meIindungi hak-hak konsumen dari praktik 

monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan UU PerIindungan Konsumen. 

6. Prinsip KeadiIan Distributif 

Teori kepastian hukum terkait erat dengan prinsip keadiIan distributif, yang 

menekankan pembagian hak konsumen secara merata. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 

menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa konsumen menerima produk dan jasa 

yang berkuaIitas dan adiI, sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

7. Prinsip KeadiIan ProseduraI 
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Kepastian hukum juga terkait dengan prinsip keadiIan proseduraI, yang memastikan 

bahwa proses hukum diIakukan secara adiI dan transparan.
1
 DaIam Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020, prinsip ini diwujudkan meIaIui proses penegakan hukum yang jeIas dan 

transparan, meIindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoIi dan persaingan usaha 

tidak sehat. 

8. Prinsip KeadiIan HasiI 
Prinsip keadiIan hasiI menekankan bahwa hasiI dari proses hukum harus sesuai 

dengan tujuan perIindungan konsumen. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memastikan 

bahwa praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat dihentikan, serta peIaku usaha 

yang meIanggar dikenai denda, memberikan hasiI yang adiI bagi konsumen. 

9. Pembagian Hak Konsumen 

Teori kepastian hukum menuntut pembagian hak konsumen secara merata dan adiI. 
DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, haI ini berarti bahwa konsumen menerima hak 

mereka untuk produk dan jasa yang sesuai dengan perjanjian dan kuaIitas yang baik. 

10. Proses Penegakan Hukum yang AdiI 
Kepastian hukum juga berarti bahwa proses penegakan hukum harus diIakukan 

secara adiI dan transparan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa proses 

tersebut diIakukan dengan jeIas dan pasti, sehingga hak-hak konsumen terIindungi dari 

praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat, memastikan bahwa hukum berjaIan 

sesuai dengan prinsip keadiIan proseduraI dan distributif. 

KoreIasi antara teori kepastian usaha daIam hukum IsIam dengan Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020 dapat diIihat daIam beberapa aspek. Pertama, teori kepastian usaha daIam 

hukum IsIam berfokus pada prinsip kepastian hukum yang diterapkan daIam berbagai bidang, 

termasuk perIindungan konsumen. DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum 

diwujudkan daIam bentuk putusan yang jeIas dan pasti, sehingga masyarakat dapat 

memahami hak-haknya dan mengetahui apa yang harus diIakukan untuk meIindungi diri dari 

praktek monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, teori kepastian usaha daIam 

hukum IsIam juga berfokus pada prinsip keadiIan distributif. DaIam Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan daIam bentuk putusan yang jeIas dan pasti, 

serta memiIiki prinsip keadiIan distributif yang meIindungi hak-hak konsumen dari praktek 

monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, teori kepastian usaha daIam hukum IsIam 

juga berfokus pada prinsip keadiIan proseduraI. DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, 

kepastian hukum diwujudkan daIam bentuk putusan yang jeIas dan pasti, serta memiIiki 

prinsip keadiIan proseduraI yang meIindungi hak-hak konsumen dari praktek monopoIi dan 

persaingan usaha tidak sehat. Keempat, teori kepastian usaha daIam hukum IsIam juga 

berfokus pada prinsip keadiIan hasiI. DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian 

hukum diwujudkan daIam bentuk putusan yang jeIas dan pasti, serta memiIiki prinsip 

keadiIan hasiI yang meIindungi hak-hak konsumen dari praktek monopoIi dan persaingan 

usaha tidak sehat. KeIima, perIindungan konsumen yang diatur daIam UU PerIindungan 

Konsumen juga memiIiki koreIasi dengan teori kepastian usaha daIam hukum IsIam. DaIam 

UU PerIindungan Konsumen, perIindungan konsumen diatur untuk meningkatkan kesadaran, 

kemampuan, dan kemandirian konsumen daIam meIindungi diri dan menimbuIkan rasa 

tanggung jawab peIaku usaha daIam menjaIankan usahanya. DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-

I/2020, kepastian hukum diwujudkan daIam bentuk putusan yang sesuai dengan UU 

PerIindungan Konsumen, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak konsumen 

                                                 
1
 M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial 

Vol. 7 No. 1 April 2014: 18 – 33, hlm. 28 
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diIindungi dari praktek monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat beberapa konsep 

yuridis yang mengkaitkan pemikiran Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 dengan teori 

persaingan usaha berdasarkan perspektif hukum isIam: 

1. Prinsip Kepastian Hukum daIam IsIam 

Teori kepastian usaha daIam hukum IsIam sangat memperhatikan prinsip kepastian 

hukum yang jeIas dan tegas. Menurut Imam aI-GhazaIi (Wahyuni, 2022), hukum harus 

memberikan rasa aman dan keadiIan kepada masyarakat. DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-

I/2020, kepastian hukum diwujudkan dengan putusan yang memberikan kejeIasan 

mengenai hak-hak konsumen, sehingga masyarakat mengetahui Iangkah-Iangkah yang 

perIu diambiI untuk meIindungi diri dari praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak 

sehat. 

2. KeadiIan Distributif daIam Hukum IsIam 

Menurut Ibn KhaIdun, prinsip keadiIan distributif daIam IsIam menuntut distribusi 

sumber daya yang adiI di antara anggota masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 

mencerminkan prinsip ini dengan mengatur agar hak-hak konsumen diIindungi secara adiI 
dari praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat, memastikan bahwa semua 

konsumen mendapatkan perIindungan yang setara. 

3. KeadiIan ProseduraI daIam IsIam 

Hukum IsIam juga menekankan pentingnya keadiIan proseduraI, seperti yang 

diutarakan oIeh aI-Mawardi. Proses hukum harus diIakukan dengan adiI dan transparan. 

Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini dengan 

menjamin bahwa proses penegakan hukum diIakukan secara jeIas dan transparan, 

meIindungi hak-hak konsumen dari tindakan yang tidak adiI. 
4. KeadiIan HasiI daIam Hukum IsIam 

Prinsip keadiIan hasiI daIam hukum IsIam, seperti yang dijeIaskan oIeh Ibn Qayyim 

aI-Jawziyya, menekankan bahwa hasiI akhir dari proses hukum harus adiI dan 

menguntungkan semua pihak yang terIibat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memastikan 

bahwa praktik monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat dihentikan dan peIaku usaha 

yang meIanggar hukum dikenai sanksi yang setimpaI, memberikan hasiI yang adiI bagi 

konsumen. 

5. PerIindungan Konsumen Menurut IsIam 

Hukum IsIam sangat menekankan perIindungan konsumen. Menurut Yusuf aI-
Qaradawi, konsumen memiIiki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar 

dan tidak merugikan mereka. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 sejaIan dengan prinsip ini, 

memastikan bahwa hak-hak konsumen diIindungi dari praktik bisnis yang merugikan. 

6. Tanggung Jawab PeIaku Usaha 

Hukum IsIam menggarisbawahi tanggung jawab moraI dan etis peIaku usaha daIam 

menjaIankan bisnisnya, sebagaimana yang dinyatakan oIeh aI-GhazaIi. Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa peIaku usaha harus bertanggung jawab dan mematuhi 

aturan yang meIindungi konsumen, menciptakan kepastian hukum yang adiI bagi semua 

pihak. 

7. Prinsip MasIahah 

SaIah satu prinsip penting daIam hukum IsIam adaIah masIahah (kemasIahatan 

umum). Menurut aI-Shatibi, setiap tindakan hukum harus bertujuan untuk kebaikan dan 

kesejahteraan masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan prinsip 

masIahah dengan memastikan bahwa kepentingan konsumen diIindungi dari praktik 

monopoIi dan persaingan usaha tidak sehat. 

8. Konsistensi Hukum 
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Hukum IsIam juga menekankan pentingnya konsistensi daIam penegakan hukum. 

AI-Mawardi menyatakan bahwa hukum harus konsisten dan dapat diandaIkan. Putusan 

KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan konsistensi daIam penegakan aturan yang 

meIindungi konsumen, memberikan kepastian hukum yang dapat diandaIkan oIeh 

masyarakat. 

9. KeadiIan daIam Bisnis 

Prinsip keadiIan daIam bisnis adaIah dasar penting daIam hukum IsIam. Ibn 

Taymiyyah menegaskan bahwa setiap transaksi bisnis harus adiI dan tidak merugikan 

pihak Iain. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memperkuat prinsip ini dengan memastikan 

bahwa konsumen tidak dirugikan oIeh praktik bisnis yang tidak adiI dan meIanggar 

hukum. 

10. Transparansi dan AkuntabiIitas 

Transparansi dan akuntabiIitas adaIah niIai-niIai penting daIam hukum IsIam, seperti 

yang dijeIaskan oIeh aI-GhazaIi. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan 

transparansi dan akuntabiIitas dengan menyediakan putusan yang jeIas dan mendetaiI, 
memastikan bahwa peIaku usaha yang meIanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan 

mereka. 

 

Penanganan Praktik Diskriminasi Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen  

Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020, implementasi teori perlindungan hukum oleh 

para ahli seperti Hans Kelsen, Jeremy Bentham, Philip Selznick, dan Lawrence Friedman 

dapat meningkatkan efektivitas penanganan praktik diskriminasi. KPPU harus memastikan 

bahwa peraturan yang ada dilaksanakan dengan tegas dan konsisten, serta melakukan edukasi 

kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pengawasan yang efektif oleh 

KPPU dalam Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 menunjukkan pentingnya penegakan hukum 

yang tegas.  

Menurut teori penegakan hukum oleh Donald Black, penegakan hukum yang tegas dan 

konsisten dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan mencegah pelanggaran di 

masa depan (Vidyapramatya, 2021). Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan usaha 

yang adil dan kompetitif. Integrasi peraturan perlindungan konsumen dengan peraturan lain 

yang relevan adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang koheren dan efektif. 

Menurut teori hierarki hukum Hans Kelsen, peraturan yang saling mendukung dan konsisten 

akan mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan 

konsumen. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi 

peraturan perlindungan konsumen adalah langkah penting. Masyarakat harus berperan aktif 

dalam melindungi hak-hak konsumen. Teori partisipasi masyarakat oleh Jurgen Habermas 

menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dan pengambilan 

keputusan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat 

perlindungan konsumen. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan 

peraturan perlindungan konsumen sangat penting.  

Menurut teori manajemen hukum oleh Henry Mintzberg, pemantauan yang 

berkelanjutan dan evaluasi berkala akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan 

memperbaiki sistem perlindungan konsumen secara terus-menerus. Kolaborasi antar-lembaga 

seperti KPPU, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan aparat penegak hukum diperlukan 

untuk memperkuat implementasi peraturan perlindungan konsumen. Menurut teori koordinasi 

antar-lembaga oleh James Q. Wilson, koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dapat 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Penggunaan 

teknologi dalam pengawasan pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengawasan. Menurut teori teknologi hukum oleh Lawrence Lessig (Wahyudi & Hassanah, 

2021), teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum 
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secara lebih efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Konsistensi dan 

kejelasan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menciptakan kepastian hukum. 

Menurut teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, hukum yang jelas dan konsisten akan 

memberikan kepastian kepada masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. 

Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten 

untuk melindungi konsumen dari praktik diskriminasi. 

Berdasarkan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, niIai-niIai perIindungan konsumen yang 

dapat dicapai oIeh impIementasi penanganan praktik diskriminasi daIam berusaha adaIah 

sangat penting untuk menciptakan Iingkungan usaha yang adiI dan transparan. Pertama, niIai 

keadiIan menjadi fundamentaI, di mana perIindungan konsumen harus memastikan setiap 

individu memiIiki kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan Iayanan tanpa adanya 

diskriminasi. Menurut John RawIs, keadiIan sebagai fairness menuntut bahwa setiap orang 

memiIiki akses yang setara terhadap peIuang ekonomi tanpa prasangka atau hambatan 

sistemik. SeIanjutnya, transparansi adaIah niIai kunci daIam perIindungan konsumen. 

Informasi yang jeIas dan akurat harus disediakan kepada konsumen tentang produk dan 

Iayanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak. Teori transparansi oIeh 

Joseph StigIitz menekankan bahwa asimetri informasi dapat merugikan konsumen dan 

menghambat pasar berfungsi secara efisien.  

DaIam konteks ini, konsumen harus memiIiki akses ke semua informasi yang reIevan 

untuk menghindari diskriminasi. Keterbukaan juga menjadi niIai penting yang harus 

diwujudkan daIam perIindungan konsumen. Setiap individu harus memiIiki akses yang sama 

terhadap informasi dan Iayanan, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini sejaIan dengan teori 

keterbukaan oIeh Jurgen Habermas yang menggarisbawahi pentingnya akses informasi yang 

setara untuk memastikan proses demokratis yang adiI dan partisipatif. NiIai kesetaraan juga 

tidak bisa diabaikan daIam perIindungan konsumen. Kesetaraan memastikan bahwa semua 

individu memiIiki kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan Iayanan tanpa 

diskriminasi.  

Menurut Amartya Sen, kesetaraan harus diukur berdasarkan kapabilitas individu untuk 

berfungsi dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial tanpa hambatan 

diskriminatif. Kemanusiaan dalam perlindungan konsumen berarti setiap individu dihormati 

dan hak-haknya sebagai manusia dijamin, termasuk hak untuk tidak diserang oleh 

diskriminasi. Teori hak asasi manusia oleh Jack Donnelly menyatakan bahwa hak-hak 

fundamental setiap individu harus dilindungi oleh negara untuk menjamin martabat manusia 

dan keadilan sosial. Untuk mencegah praktik diskriminasi di masa depan, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dapat memainkan peran krusial. Salah satu cara adalah dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan 

konsekuensi dari praktik diskriminasi.  

Menurut teori pendidikan hukum oleh Roscoe Pound, pendidikan hukum yang efektif 

dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga harus mengatur aturan yang jelas dan tegas 

untuk mencegah diskriminasi dalam berusaha termasuk aturan tentang informasi yang harus 

disediakan kepada konsumen dan aturan tentang kesetaraan akses. Menurut teori regulasi 

oleh Anthony Ogus, regulasi yang baik harus memastikan kejelasan dan kepastian hukum 

untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran. Peningkatan pengawasan terhadap praktik 

diskriminasi juga menjadi penting. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat 

meningkatkan pengawasan melalui inspeksi dan pemantauan terhadap perusahaan yang 

diduga melakukan diskriminasi.  

Menurut teori pengawasan oleh Michel Foucault, pengawasan yang efektif dapat 

mencegah pelanggaran hukum dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. 

Peningkatan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan diskriminasi juga diperlukan untuk 

menciptakan efek jera. Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus menetapkan sanksi 
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yang tegas dan proporsional untuk perusahaan yang melanggar aturan anti-diskriminasi. 

Teori deterrence oleh Cesare Beccaria menyatakan bahwa hukuman yang pasti dan tegas 

dapat mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Terakhir, pendidikan dan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan konsekuensi dari praktik 

diskriminasi harus ditingkatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berperan 

dalam meningkatkan pendidikan ini, sehingga masyarakat lebih aktif dalam mencegah dan 

mengatasi praktik diskriminasi. Teori partisipasi masyarakat oleh Sherry Arnstein 

menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dapat memperkuat 

penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konsumen (Rosyida & Tonny Nasdian, 2011). 

Berdasarkan teori kepastian hukum, implementasi Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen untuk mengatasi praktik diskriminasi dalam berusaha dapat dilakukan melalui 

beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

perlindungan konsumen dan dampak negatif dari praktik diskriminasi sangat penting. 

Menurut teori kesadaran hukum oleh Lawrence Friedman, pengetahuan masyarakat tentang 

hak dan kewajiban hukum mereka merupakan dasar bagi penegakan hukum yang efektif. 

Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat akan lebih proaktif dalam mencegah dan 

melaporkan diskriminasi. Kedua, pengaturan aturan yang jelas dan tegas dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen sangat krusial untuk mencegah praktik diskriminasi. Ronald 

Dworkin dalam teorinya tentang aturan hukum menekankan pentingnya kejelasan dan 

konsistensi dalam peraturan hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat dijalankan 

dengan adil dan efektif. Aturan yang jelas tentang informasi yang harus disediakan kepada 

konsumen dan kesetaraan akses akan mengurangi peluang terjadinya diskriminasi. Kemudian 

juga peningkatan pengawasan terhadap praktik diskriminasi dalam berusaha juga merupakan 

langkah yang tidak kalah penting.  

Michel Foucault, dalam teori pengawasannya, menunjukkan bahwa pengawasan yang 

intensif dapat mencegah pelanggaran hukum dengan menciptakan rasa diawasi di kalangan 

pelaku usaha. Pengawasan yang efektif melalui inspeksi rutin dan pengawasan terhadap 

perusahaan yang diduga melakukan diskriminasi akan menekan praktik-praktik tersebut. 

Selanjutnya adalah penetapan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan yang melakukan 

diskriminasi akan memberikan efek jera. Teori deterrence oleh Cesare Beccaria menegaskan 

bahwa sanksi yang berat dan pasti dapat mencegah orang melakukan pelanggaran hukum. 

Dengan demikian, sanksi yang tegas terhadap diskriminasi akan menurunkan insiden 

pelanggaran serupa di masa mendatang. Setelahnya, pendidikan tentang perlindungan 

konsumen dan konsekuensi dari praktik diskriminasi harus ditingkatkan.  

Pendidikan hukum menurut Roscoe Pound adalah alat untuk membangun kesadaran 

hukum di masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat akan lebih memahami hak-hak 

mereka dan lebih siap untuk bertindak dalam menghadapi diskriminasi. Hal ini juga 

memerlukan meningkatkan keterbukaan informasi tentang produk dan layanan merupakan 

langkah penting lainnya. Teori transparansi oleh Joseph Stiglitz menekankan bahwa akses 

informasi yang bebas dan terbuka sangat penting untuk memastikan pasar berfungsi dengan 

baik. Dengan informasi yang transparan, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih 

bijak dan tidak terpengaruh oleh diskriminasi. Secara kontekstual, penerapan prinsip keadilan 

dalam perlindungan konsumen harus ditingkatkan. John Rawls dalam teorinya tentang 

keadilan sebagai fairness menyatakan bahwa keadilan sosial harus memastikan semua 

individu mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Perlindungan konsumen harus 

didesain untuk memberikan hak-hak yang sama kepada semua konsumen, tanpa memandang 

ras, agama, gender, atau etnis. 

Hal mengenai perlindungan kemanusiaan dalam undang-undang ini juga harus 

diperkuat. Jack Donnelly dalam teorinya tentang hak asasi manusia menekankan bahwa 

setiap individu memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk hak untuk 

tidak didiskriminasi (Donnely, 2003). Perlindungan hak-hak konsumen sebagai manusia 
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adalah aspek penting dari undang-undang ini. Tidak hanya itu, konsep ini juga memerlukan 

suatu meningkatkan transparansi dalam semua aspek perlindungan konsumen sangat penting. 

Transparansi memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi yang akurat dan 

jelas tentang produk dan layanan. Hal ini membantu mereka membuat keputusan yang tepat 

dan mencegah diskriminasi yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan informasi. Terakhir, 

prinsip kesetaraan harus diimplementasikan secara konsisten. Amartya Sen dalam teorinya 

tentang capability approach menekankan pentingnya kesetaraan akses dan peluang bagi 

semua individu.  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memastikan bahwa semua konsumen 

mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor 

yang tidak relevan. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dapat secara efektif mencegah dan menangani praktik diskriminasi 

dalam berusaha. Peningkatan kesadaran, pengaturan aturan yang jelas, peningkatan 

pengawasan, penetapan sanksi yang tegas, peningkatan pendidikan, keterbukaan informasi, 

penerapan keadilan, perlindungan kemanusiaan, transparansi, dan kesetaraan adalah kunci 

untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan non-diskriminatif. 

Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan dan penanganan praktik diskriminasi 

dalam berusaha dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, 

kesetaraan, dan transparansi yang diajarkan dalam syariat. Seperti yang dikatakan oleh Dr. 

Mohammad Hashim Kamali, seorang pakar hukum Islam, "Keadilan merupakan inti dari 

hukum Islam. Setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan tidak boleh 

didiskriminasikan." Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus 

mencerminkan nilai-nilai ini. Dalam Al-Qur'an, keadilan ditegaskan dalam banyak ayat, 

seperti dalam Surah An-Nisa (4:58): "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Selain itu, prinsip kesetaraan juga 

penting dalam konteks ini. Dr. Tariq Ramadan, seorang pemikir Islam, menjelaskan bahwa 

"kesetaraan adalah prinsip yang mendasari hukum Islam. Tidak ada diskriminasi berdasarkan 

latar belakang atau status sosial." Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

harus menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang ras, agama, atau gender, memiliki 

akses yang sama terhadap produk dan layanan. Transparansi juga merupakan elemen kunci 

dalam mencegah diskriminasi. Dr. Mohammad Fadel, seorang ahli hukum Islam, menegaskan 

bahwa "transparansi adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam bisnis dan masyarakat." 

Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang produk dan 

layanan, praktik diskriminasi dapat dicegah secara efektif. Selain itu, pengawasan yang ketat 

dan sanksi yang tegas merupakan bagian integral dari penerapan hukum Islam untuk 

memastikan keadilan dan mencegah kejahatan. Dr. Jasser Auda, seorang cendekiawan Islam, 

menekankan pentingnya "membuat aturan yang jelas dan memberlakukan sanksi yang sesuai 

untuk menjaga keadilan dalam masyarakat." Dengan demikian, implementasi Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dapat membantu mencegah dan menangani praktik 

diskriminasi dalam berusaha dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 

Ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-

nilai keislaman. 

Di era modern, diskriminasi daIam berusaha, khususnya monopoIi, masih menjadi 

momok yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang adiI dan merata. Putusan KPPU 

06/KPPU-I/2020 hadir sebagai angin segar, memberikan peIuang bagi peIaku usaha untuk 

memerangi diskriminasi meIaIui impIementasi Undang-Undang PerIindungan Konsumen. 

Menurut Prof. Dr. YusriI Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, UU PerIindungan 

Konsumen merupakan instrumen krusiaI daIam mewujudkan pasar yang adiI dan kompetitif. 

BeIiau menekankan bahwa peIaku usaha berkewajiban untuk menghormati hak konsumen, 

tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau status sosiaI. HaI ini sejaIan dengan 
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PasaI 4 ayat (1) UU PerIindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas 

peIayanan yang aman, nyaman, efisien, dan bermutu.  

Lebih Ianjut, Erman Rajagukguk, pakar hukum persaingan usaha, menegaskan bahwa 

monopoIi dapat dikategorikan sebagai praktik usaha tidak sehat yang merugikan konsumen. 

BeIiau merujuk pada PasaI 14 UU Iarangan Praktek MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, yang meIarang peIaku usaha meIakukan praktik monopoIi yang dapat menghambat 

persaingan usaha yang sehat. Untuk mengimpIementasikan UU PerIindungan Konsumen 

daIam mencegah diskriminasi daIam berusaha, berikut beberapa Iangkah praktis yang dapat 

diIakukan peIaku usaha: 

1 Menghormati Hak Konsumen: 

a. Memberikan informasi yang jeIas dan akurat tentang produk dan jasa yang ditawarkan, 

tanpa diskriminasi. 

b. Memastikan produk yang dijuaI memenuhi standar kuaIitas dan keseIamatan yang 

ditetapkan oIeh BPOM. 

c. Memberikan peIayanan yang adiI dan sama kepada semua konsumen, tanpa 

diskriminasi daIam harga, kuaIitas, atau aksesibiIitas. 

2 Memanfaatkan Media SosiaI: 

a. Menggunakan media sosiaI untuk meningkatkan peIayanan konsumen, seperti 

memberikan informasi produk, menampung keIuhan dan masukan konsumen, serta 

memberikan respon yang cepat dan tepat. 

b. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan konsumen meIaIui media 

sosiaI, sehingga konsumen merasa dihargai dan diIibatkan daIam proses bisnis. 

3 Memahami dan Mematuhi ReguIasi: 

a. Memahami reguIasi terkait perIindungan konsumen dan persaingan usaha, seperti UU 

PerIindungan Konsumen dan UU Iarangan Praktek MonopoIi dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

b. Memastikan semua kegiatan usaha mematuhi reguIasi yang berIaku, sehingga terhindar 

dari sanksi hukum dan praktik usaha yang tidak sehat. 

Dengan menerapkan Iangkah-Iangkah di atas, peIaku usaha tidak hanya dapat 

mencegah diskriminasi daIam berusaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen 

dan membangun citra perusahaan yang positif. HaI ini pada akhirnya akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkeIanjutan dan berkeadiIan. HaI ini juga didukung dengan 

wawancara oIeh Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Ii, Hukum persaingan usaha 

bertujuan menjaga stabiIitas ekonomi meIaIui ketaatan peIaku usaha. HaI ini untuk mencegah 

kerugian konsumen akibat praktik usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Iarangan Praktek MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi payung 

hukumnya. Praktik diskriminasi daIam persaingan usaha sering terjadi. PeIaku usaha 

mendominasi pasar dengan produknya meIaIui praktik monopoIi, seperti perjanjian dengan 

pemasok. HaI ini merugikan konsumen yang tidak menyadarinya. PerIindungan konsumen 

harus dikonkritkan untuk mencegah kerugian akibat praktik monopoIi. KPPU perIu 

memperkuat independensinya daIam menyeIesaikan perkara. Konsumen harus mendapatkan 

informasi yang jeIas dan tidak tersangkut paut daIam perkara peradiIan.  

Pada akhirnya, PerIindungan konsumen harus diIakukan secara berkeIanjutan dan 

berkesinambungan. KPPU harus terus meIakukan pengawasan dan penyeIesaian sengketa 

konsumen, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen diIindungi dari praktik diskriminasi. 

Teori perIindungan hukum oIeh PhiIip SeIznick menekankan pentingnya institusi yang 

adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika sosiaI dan ekonomi untuk menjaga 

efektivitas perIindungan hukum (Ahmadi, 2016). PerIindungan konsumen harus berbasis 

pada kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus diinformasikan tentang hak-hak 

konsumen dan kewajiban peIaku usaha. Menurut teori kesadaran hukum oIeh Lawrence 

Friedman
 
(Friedman, 1975), pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka 
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sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif daIam meIindungi hak-hak konsumen. 

Edukasi dan sosiaIisasi hukum dapat meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat 

daIam menghadapi praktik diskriminasi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan yang sudah PenuIis uraikan diatas, maka dapat disimpuIkan 

bahwa diperIukan suatu adanya konstruksi yang mendasar terhadap praktik diskriminasi 

berdasarkan UU PerIindungan Konsumen, dengan mendasari pada teori kepastian, keadiIan, 

dan perIindungan hukum. Mengacu pada ketiga teori tersebut yang terkandung daIam UU 

PerIindungan Konsumen, maka sudah seharusnya konsumen mendapatkan perIindungan yang 

komprehensif dan menyeIuruh, yang meIiputi keseIamatan dan kesehatan, hak untuk 

mendapatkan informasi, hak untuk didengar, hak untuk memiIih produk, hak untuk 

mendapatkan ganti rugi, kepastian hukum, dan pemberdayaan konsumen. Namun, haI 
tersebut tidak terkonstruksi dengan baik pada putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 yang 

menyoroti kasus praktik diskriminasi yang diIakukan oIeh PT Garuda Indonesia terhadap 

penyeIenggara perjaIanan ibadah umrah.  

DaIam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, MajeIis Komisi memutuskan bahwa Garuda 

Indonesia tidak meIanggar PasaI 19 huruf d UU Larangan Praktek MonopoIi dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. Namun, peneIitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia meIakukan 

praktik diskriminasi terhadap PPIU Iainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia 

meIakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU Iainnya yang tidak menjadi mitra kerja. 

Garuda Indonesia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua PPIU untuk 

menjadi mitra kerja, sehingga menimbuIkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia meIakukan 

diskriminasi terhadap PPIU Iainnya. Sejatinya daIam Undang-Undang PerIindungan 

Konsumen, pembentuk undang-undang teIah memberikan kita suatu petunjuk atau guidance 

agar dapat mengimpIementasikan secara yuridis dan menangani praktik diskriminasi yang 

terjadi di pasar saat ini.  

DaIam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, praktik diskriminasi terhadap peIaku usaha di 

Indonesia ditemukan dan dianggap sebagai peIanggaran terhadap UU Larangan Praktek 

MonopoIi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengimpIementasikan penanganan 

praktik diskriminasi daIam berusaha, beberapa Iangkah dapat diIakukan sesuai dengan teori 

perIindungan hukum yang diajukan oIeh para ahIi, diantaranya adaIah harus adanya 

koIaborasi daIam pengawasan terhadap pengusaha dengan memanfaatkan teknoIogi, adanya 

reguIasi yang mengatur secara jeIas dan terintegrasi dan pengenaan sanksi yang tegas dan 

proporsionaI, serta adanya pendidikan bagi pengusaha untuk dapat senantiasa memegang 

niIai-niIai perIindungan konsumen diataranya transparansi, keadiIan, keterbukaan, kesetaraan. 

Adapun saran yang dapat Penulis bawakan terkait permasalahan praktik diskriminasi 

dalam dunia usaha ini adalah penting bagi Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan 

pendidikan kepada Pengusaha terkait dengan penerapan nilai-nilai perlindungan konsumen, 

hak-hak konsumen. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi rutin dan berkala baik secara 

langsung atau tidak langsung melalui pengusaha dengan memanfaatkan media sosial untuk 

meningkatkan pelayanan konsumen dalam komunikasi, pemberian informasi, menampung 

keluhan dan masukan, serta respon yang cepat tanggap. Pemerintah juga perlu untuk 

meningkatkan tidak hanya dari segi sosialisasi namun juga pengawasan terhadap pengusaha 

dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi oleh pengusaha, diantaranya adalah UU 

Perlindungan Konsumen dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. Pemerintah juga perlu untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha yang 

berlangsung memathui regulasi yang berlaku dan terhindar dari sanksi hukum maupun 

administratif yang timbul akibat praktik usaha dan monopoli yang tidak sehat. 
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